PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/13 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI
PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG,

bahwa berdasarkan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Menimbang : &

sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, maka Kepala Daerah mengajukan rancangan
Perda tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan
dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh

persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2023 yang diajukan oleh Wali
Kota Semarang telah dibahas oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Semarang, maka perlu persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah
Kota Semarang tentang Persetujuan Penetapan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan

Daerah;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);



. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerinatah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
515);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Semarang Nomor 114);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2022 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
152).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG NOMOR 172.1/13 TAHUN 2023 TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DAERAH

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan
Daerah, dengan perincian sebagai berikut :

1
2

3

Pendapatan sebesar Rp5.435.625.763.376

Belanja sebesar Rp5.702.092.857.639
Defisit Rp (266.467.094.263)
Pembiayaan

Penerimaan sebesar Rp 318.939.094.263
Pengeluaran sebesar Rp 52.472.000.000
Pembiayaan Netto Rp 266.467.094.263

Rancangan Peraturan Daerah dan Laporan Badan Anggaran

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

1.



KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah dan Laporan Badan Anggaran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KETIGA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Wali Kota
Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal %} September 2023

KETUA

Salinan disampaikan kepada Yth :
Gubernur Jawa Tengah;

Wali Kota Semarang;

Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;

Para Anggota DPRD Kota Semarang;

Sekretaris Daerah Kota Semarang;

Para Asisten Sekda Kota Semarang;

Sekretaris DPRD Kota Semarang;

Inspektur Kota Semarang;

Para Kepala Badan Kota Semarang;

10. Para Kepala Dinas Kota Semarang;

11. Kepala Satpol PP Kota Semarang;

12. Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;

13. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Pemkot Semarang;
14. Para Direktur BUMD Kota Semarang; dan

15. Para Camat Kota Semarang.
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